BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai
kesesuaian hukum antara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan
Tindak Pidana Terorisme dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai
pembinaan Anak Pelaku serta implementasi regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku di LPKA
Kelas | Tangerang dan LPKA Kelas 11 Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan istilah yang konsisten dalam peraturan perundang-undangan
diperlukan untuk mengatasi kendala multitafsir yang seringkali dihadapi oleh
praktisi  hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, Pedoman Perlakuan Anak di LPKA Tahun 2014, dan Petugas
Kemasyarkatan ~menggunakan istilah  “pembinaan” untuk membakukan
rangkaian kegiatan guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian
narapidana dan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sedangkan,
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak
Pidana Terorisme menggunakan istilah “penanganan” yang tidak didefinisikan
secara konkret. Meskipun begitu, keduanya memiliki rangkaian kegiatan yang
serupa berupa pendidikan formal dan nonformal, rehabilitasi sosial, dan
konseling. Perbedaanya terdapat pada pengaturan mengenai deradikalisasi yang
juga tidak dirincikan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak
dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas | Tangerang dan Lembaga pembinaan
Khusus Anak Kelas |1l Jakarta tidak menggunakan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme



5.2. Saran

sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembinaan bagi Anak Pelaku. Kedua
lembaga tersebut menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-03.0T.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan
Anak Di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Dan
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia (Pedoman Perlakuan Anak di LPKA Tahun 2014) dalam
melaksanakan pendidikan formal dan nonformal, rehabilitasi sosial, dan
konseling. Namun, peraturan tersebut belum terimplementasikan dengan baik,
sebab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas | Tangerang dan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Jakarta mengalami kekurangan sumber daya
manusia dengan kualifikasi yang sesuai dengan tugasnya. Sedangkan kegiatan
deradikalisasi  dilaksanakan  berdasarkan  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan
Narapidana Teroris yang penggunaannya tidak ditujukan bagi Lembaga
Pembinaan Khusus Anak. Penggunaan regulasi tersebut hanya bersifat
sementara, sampai dengan pemerintah atau instansi terkait menetapkan peraturan
yang seharusnya dan digunakan secara sebagian dengan tetap memperhatikan
kebutuhan Anak Pelaku.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kesesuaian hukum

antara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun

2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pembinaan Anak Pelaku serta

implementasi regulasi pembinaan Anak Pelaku di LPKA Kelas | Tangerang dan LPKA Kelas

Il Jakarta, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7

Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak
Pidana Terorisme sebagai lex specialis perlu mengubah istilah “penanganan”

menjadi istilah “pembinaan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22



Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebab istilah tersebut memiliki cakupan makna

yang lebih spesifik baik secara harfiah maupun bahasa hukum.
Dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai untuk
melakukan reedukasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas | Tangerang sebaiknya melakukan
kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Selain itu, lembaga tersebut juga
perlu menyediakan pembinaan keterampilan yang dapat mengajarkan anak untuk
mengimplementasikan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperbaiki
sistem pelaksanaan deradikalisasi sebab terdapat 2 (dua) Anak Pelaku yang masih belum
mengikrarkan nilai-nilai NKRI, padahal program tersebut bersifat esensial. Dalam melakukan
kegiatan konseling, baik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas | Tangerang dan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Jakarta perlu memperhatikan efektivitas hubungan antara
konselor dengan Anak Pelaku. Selanjutnya, partisipasi Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme dan Detasemen Khusus 88 dalam pembinaan Anak Pelaku masih perlu ditingkatkan
lagi, tidak hanya melaksanakan tugas monitoring tetapi juga mengupayakan koordinasi langsung

baik dengan Pamong dan/atau Anak Pelaku.
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